
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakor JDIH Kabupaten Lampung Timur: Meningkatkan Sinergi dalam Penyediaan Informasi Hukum untuk Masyarakat 

Lampung Timur, 3 Desember 2024 – Dalam upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi hukum bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Rapat 

Koordinasi (Rakor) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada hari ini. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi pemerintah dan memperbaiki sistem 

pendokumentasian serta distribusi informasi hukum di tingkat daerah. 

Apa Itu JDIH? 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi hukum, baik itu peraturan 

perundang-undangan, keputusan, maupun produk hukum lainnya. Di tingkat kabupaten, JDIH berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal penyebarluasan 

informasi terkait peraturan yang berlaku di daerah. 

Tujuan Rakor JDIH 

Rakor JDIH Kabupaten Lampung Timur kali ini diadakan dengan beberapa tujuan utama: 



1. Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Hukum: Mengoptimalkan penggunaan platform JDIH untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi hukum yang relevan. 

2. Sinergi Antar Instansi Pemerintah: Menumbuhkan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah kabupaten dan instansi terkait, untuk memastikan data dan informasi hukum yang ada 

dapat didokumentasikan dan disebarluaskan dengan baik. 

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas kepada aparat terkait agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dokumentasi 

dan penyebaran informasi hukum. 

4. Penguatan Sistem Pengelolaan JDIH Daerah: Meningkatkan kinerja dan akurasi sistem pengelolaan JDIH untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disampaikan kepada publik 

adalah yang terbaru, akurat, dan mudah diakses. 

Proses dan Pembahasan dalam Rakor 

Rakor ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari berbagai dinas dan badan di Kabupaten Lampung Timur, termasuk Dinas Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setdakab, serta sejumlah instansi 

lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan informasi hukum. 

Beberapa hal yang dibahas dalam rakor ini antara lain: 

1. Evaluasi Sistem JDIH yang Ada: Menilai sejauh mana sistem JDIH di Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan dengan baik dan efisien. Evaluasi ini mencakup kualitas pengelolaan 

data hukum, serta aksesibilitas platform JDIH untuk masyarakat. 

2. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi: Pembahasan terkait penggunaan teknologi dalam mendukung sistem JDIH, seperti platform daring yang memungkinkan masyarakat 

mengakses informasi hukum secara mudah dan cepat. 

3. Pengelolaan Konten Hukum: Pembahasan mengenai pentingnya pembaruan konten hukum, baik berupa peraturan daerah maupun produk hukum lainnya, untuk memastikan informasi 

yang tersedia tidak usang dan tetap relevan. 

Manfaat Rakor JDIH bagi Masyarakat 

Penyediaan informasi hukum yang terbuka dan mudah diakses memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Beberapa manfaat yang diharapkan dari rakor ini antara lain: 

1. Meningkatkan Partisipasi Publik: Dengan informasi hukum yang lebih terbuka, masyarakat akan lebih tahu hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang pada 

gilirannya mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan daerah. 

2. Mempercepat Proses Penyelesaian Masalah Hukum: Akses yang lebih mudah terhadap peraturan daerah dan keputusan hukum lainnya memungkinkan masyarakat untuk 

menyelesaikan persoalan hukum dengan lebih cepat dan tepat. 

3. Transparansi Pemerintahan: Rakor ini juga mendorong terwujudnya transparansi dalam pengelolaan hukum daerah, di mana masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung 

dan mudah tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit. 

Tantangan dan Harapan 

Meski begitu, pengelolaan JDIH di daerah menghadapi beberapa tantangan, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang ini dan kurangnya pemahaman tentang 

pentingnya dokumentasi hukum yang terstruktur. Oleh karena itu, diharapkan agar kedepannya ada peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan dalam hal pengelolaan JDIH untuk menciptakan 

sistem yang lebih efektif. 



Dengan adanya rakor ini, diharapkan JDIH Kabupaten Lampung Timur akan semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam menyediakan 

akses informasi hukum yang lebih baik dan terpercaya. 

Penutup 

Rakor JDIH Kabupaten Lampung Timur menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem penyebarluasan informasi hukum yang lebih baik dan efisien. Melalui sinergi antarinstansi, 

pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan masyarakat dapat semakin mudah mengakses informasi hukum yang penting untuk kehidupan mereka. Dengan informasi 

yang akurat dan terbuka, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih paham dan lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks hukum. 

 

 

 

 


